
 
 
 

PEMERINTAH KOTA SURABAYA 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 

NOMOR  10 TAHUN 2006  
 

TENTANG 
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2005 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

Menimbang   :  a.  bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 
2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah ; 

 
b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan  
dengan Peraturan Daerah ; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2005. 

 
Mengingat     :   1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730) ; 

 
2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ; 

 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048) ; 

 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Nomor 3688) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3988) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3851) ; 

 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

 
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4286) ; 

 
8.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

 
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ; 

 
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438) ; 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 

Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ; 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4024) ; 

 
14.  Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata  Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ; 

 
15.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4028) ; 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4138) ; 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139) ; 

 
 

(PERDA PERHITUNGAN 06-PUTRI) 

 



 3

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ; 

 
19.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 

 
20.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha  
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ; 

 
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A); 

 
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A); 

 
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/A) ; 

 
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 
Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/A).  

 
 

Dengan Persetujuan Bersama, 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA 

dan  
WALIKOTA SURABAYA 

 
MEMUTUSKAN  

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG  PERHITUNGAN    ANGGARAN    

PENDAPATAN  DAN  BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2005. 
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Pasal  1 

 
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2005 sebagai berikut : 

 
a. Pendapatan       Rp.  1.526.325.375.951,00 

 
b. Belanja             Rp.  1.325.576.051.039,00 

 
Surplus                                                         Rp. 200.749.324.912,00 

 
 

c. Pembiayaan 
 

- Penerimaan Rp.     360.567.301.667,00 
 
- Pengeluaran Rp.     561.316.626.579,00 

          
Pembiayaan Netto                                   (Rp. 200.749.324.912,00) 

 
      

Pasal  2 
 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah              
Rp. 164.902.425.970,00 dengan rincian sebagai berikut : 

 
a.  Anggaran pendapatan  

setelah perubahan       Rp. 1.361.422.949.981,00 
 

b.  Realisasi                Rp. 1.526.325.375.951,00
 

Selisih lebih                                          Rp. 164.902.425.970,00 
 
 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                   
(Rp. 360.795.444.980,00)  dengan rincian sebagai berikut : 

 
a.  Anggaran belanja  

setelah perubahan       Rp. 1.686.371.496.019,00 
 

b.  Realisasi                Rp. 1.325.576.051.039,00
 

Selisih kurang                                     (Rp. 360.795.444.980,00) 
 
 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                  
Rp. 525.697.870.950,00  dengan rincian sebagai berikut : 

 
a.  Anggaran setelah    

perubahan defisit       (Rp.    324.948.546.038,00) 
 

b.  Realisasi Surplus        Rp.    200.749.324.912,00
 

Selisih lebih                                          Rp. 525.697.870.950,00 
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(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah              
(Rp. 525.697.870.950,00)  dengan rincian sebagai berikut : 

 
a.  Penerimaan   
 

1)  setelah perubahan  Rp.  360.567.301.667,00 
 
2)  realisasi                   Rp.  360.567.301.667,00

 
Selisih                                             Rp.                           0,00 

 
b.  Pengeluaran   
 

1)  setelah perubahan  Rp.    35.618.755.629,00 
 
2)  realisasi                   Rp.  561.316.626.579,00

 
Selisih lebih                                    Rp. 525.697.870.950,00   
 
Pembiayaan bersih                       (Rp. 525.697.870.950,00)   

      
 
 

Pasal  3 
 

 (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi 
keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan  
dalam Neraca Daerah sebagai berikut : 

 
  a. jumlah aktiva Rp. 27.696.918.906.152,00 
 
  b. jumlah utang Rp.    150.205.371.973,00 
 
  c. jumlah ekuitas dana Rp. 27.546.713.534.179,00 
 
 
 (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo 
Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan  
dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 549.238.392.438,00 
dengan rincian sebagai berikut : 

 
  a. saldo kas 1 Januari 2005 Rp.     386.038.614.150,00 
 
  b. jumlah penerimaan kas Rp.  1.591.505.838.586,00 

Rp.   1.977.544.452.736,00 
 
  c. jumlah pengeluaran kas Rp.  1.428.306.060.298,00 
 
  d. saldo kas 31 Desember 2005               Rp. 549.238.392.438,00 
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Pasal  4 
 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan 
lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, adalah 
sebagai berikut : 
 
a. Lampiran I : Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 

  Belanja Daerah ; 
 

b. Lampiran II : Nota   Perhitungan   Anggaran  Pendapatan  dan 
  Belanja Daerah ; 

 
c. Lampiran III : Laporan Aliran Kas ; 

 
d. Lampiran IV : Neraca Daerah. 

 
 

Pasal  5 
 

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

Pasal  6 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Surabaya. 

 
 

Ditetapkan  di  Surabaya   
pada tanggal  11 Oktober 2006 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

BAMBANG DWI HARTONO 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal  11 Oktober 2006 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
SUKAMTO HADI 

 
LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 10 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA 

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan 
u.b. 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi. 
Pembina 

NIP. 510 100 822 
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LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR                          TAHUN 2006 

 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR 10 TAHUN 2006  

 
TENTANG 

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2005 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
Menimbang   :  a.  bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 

2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah ; 

 
b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan  
dengan Peraturan Daerah ; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2005. 

 
Mengingat     :   1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730) ; 

 
2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ; 

 
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048) ; 

 
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Nomor 3688) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3988) ; 
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	WALIKOTA SURABAYA, 

